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Abstrak
 

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan yang bertetangga. Kedua negara menjalin

hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1949. Kedua negara telah berhasil melakukan penetapan

batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui persetujuan batas ZEE yang ditandatangani oleh menteri luar

negeri kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila dilihat dari jangka waktu penyelesaian batas laut

yang diawali dengan penjajakan sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa kedua pemerintah membutuhkan

waktu lebih dari 40 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai masalah selama proses

perundingan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek hubungan politis kedua negara. Penelitian ini

bermaksud untuk mengetahui proses penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina dan

menganalisis dinamika hubungan politik dalam penetapan batas ZEE Indoesia-Filipina perspektif ketahanan

nasional. Teori yang digunakan antara lain : teori kedaulatan negara, kerjasama, diplomasi dan negosiasi

serta ketahanan nasional Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang digunakan dalam

penelitian bersumber dari hasil studi literatur dan hasil wawancara. Narasumber wawancara terdiri 7 orang

yaitu Prof. Hasjim Djalal, pakar hukum laut internasional yang terlibat langsung dalam diplomasi penetapan

batas maritim Indonesia 1973-1994 dan sebagai tim penasehat delegasi Indonesia dalam perundingan batas

maritim; Dubes Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesia sekaligus sebagai Ketua Tim Perunding Batas

ZEE Indonesia Filipina 2003-2007, Oktavino Alimudin Dirpolkamwil Kementerian Luar Negeri sebagai

Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2012-2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, ahli

teknis penetapan batas laut sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Perundingn Penetapan Batas ZEE

Indonesia-Filipina 2003-2014 serta beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi yang terlibat

langsung dalam perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina. Proses penetapan batas yang

dilakukan antara lain : penjajakan awal pada tahun 1973-1994, perundingan intensif pada tahun 2003-2007

dan 2011-2013, serta proses perumusan perjanjian pada Januari 2014-Mei 2014. Pola hubungan kedua

negara dalam penetapan garis batas ZEE dilakukan melalui proses politik dalam bentuk kerjasama.

Dinamika hubungan politik kedua negara dalam penetapan batas ZEE dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya : faktor sejarah, kondisi politik internal pemerintah Filipina dan penyesuaian terhadap hukum

internasional. Proses penetapan batas ZEE menyebabkan perubahan paradigma teori kedaulatan yang

dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara, namun dalam penetapan batas dan pemanfaatan

ZEE, kedaulatan negara dipengaruhi oleh hukum laut internasional. Diplomasi batas ZEE yang telah

dilaksankan dapat memperkuat ketahanan nasional karena mempererat hubungan baik antara dua negara

yang bertetangga dan dapat menjadi contoh bagi negera-negara di dunia bahwa Indonesia dan Filipina dapat

menyelesaikan sengketa penetapan batas secara damai sehingga mendukung terciptanya stabilitas keamanan

kawasan. Apabila dilihat dari aspek geopolitik yaitu sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan
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kelangsungan hidupnya bahwa Indonesia berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan

mempertahankan prinsip-prinsip negara kepulauan pada proses penetapan batas ZEE dan kejelasan batas

ZEE yang telah disepakati dapat memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah maritim

khususnya dalam melaksanakan hak berdaulat sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa

Indonesia.

......Indonesia and the Philippines are two neighboring archipelagic states. The two countries formally

established diplomatic relations since 1949. The two countries have managed to conduct the delimitation of

the Exclusive Economic Zone (EEZ) boundary through the EEZ boundary agreement signed by the foreign

ministers of both countries on May 23, 2014. When viewed from the period of time the sounding out of

maritime boundaries since 1973 shows that the two governments took more than 40 years, this indicates that

there are a variety of issues during the negotiation process both in technical aspects as well as political

relations aspects between the two countries. This study intends to determine the process of the delimitation

of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines and analyze the dynamics of political relations

in the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines, national resilience

perspective. The theory used, among others: the theory of sovereignty, cooperation, diplomacy and

negotiations as well as national resilience. The research was conducted using qualitative method, the data

used in the study came from the study of literature and interviews. Formal Interviewee comprising seven

members, namely Prof. Hasjim Djalal, international maritime law expert who directly, involved in Indonesia

maritime boundary delimitation diplomacy 1973-1994; Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesian

Ambassador, as a Chairman of the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concern

between Indonesia- the Philippines 2003-2007, Oktavino Alimudin, the Director for Political, Security and

Territory Treaties Ministry of Foreign Affairs as Chairman of the Maritime Boundary Delimitation

Discussions between Indonesia-the Philippines 2012- 2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, a technical

expert of maritime delimitation, as Chairman of the Joint Technical Team Meeting of the delimitation of the

EEZ boundary between Indonesia-the Philippines 2003-2014, as well as some of the interviewee who come

from several agencies who involved in negotiating the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia

and the Philippines. The process of setting the boundaries is carried out, among others: the early probes in

1973-1994, the intensive negotiations in 2003-2007 and 2011- 2013, as well as the process of formulating an

agreement in January 2014 to May 2014. The pattern of relationship of the two countries in setting the EEZ

boundary lines is done through the political process in the form of cooperation. The dynamics of political

relations between the two countries in the delimitation of the EEZ boundary is influenced by several factors

such as : historical factors, internal political conditions of the Philippines government and the adjustment to

the international law. The process of delimitation of the EEZ boundary led to a paradigm shift theory of

sovereignty which is regarded as the highest authority owned by the state, but in the delimitation of the EEZ

and utilization, state sovereignty is influenced by international law. The diplomacy of the delimitation of

EEZ boundary that have are conducted to strengthen national resilience because it could strengthen the good

relations between the two neighboring countries and may become a model for other countries in the world.

Indonesia and the Philippines can resolve disputes peacefully thus supporting the creation of regional

security and stability. When viewed from the geopolitical aspects of a country's attempt to maintain their

life, that Indonesia is trying to sustain his life by maintaining the principles of the archipelagic state in the

process of the delimitation of the EEZ boundary. The EEZ boundary between two countries has been

agreed, it can provide legal certainty for management of maritime areas, especially in existing sovereign



rights so that it can be utilized for the Indonesian interest.


